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ABSTRAK

Cakra Eka Putra : Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Pada UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi Sumatera
Barat

Pembimbing : Charoline Cheisviyanni, SE, M.Ak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Prosedur Pemungutan Pajak
Kendaraan Bermotor di UPTD Pelayanan Penerimaan Propinsi Sumatera Barat
dan menjelaskan permasalahan- permasalahan nyata bagi wajib pajak yang terjadi
saat pemungutan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan dalam
bentuk observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data langsung dari
UPTD P3 Sumatera Barat dan menanyakan bagaimana prosedur dan
permasalahan yang biasa terjadi.

Berdasarkan hasil yang didapat, penulis dapat memberikan kesimpulan
tentang bagaimana prosedur dan permasalahan apa saja yang dapat atau biasa
terjadi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pelayanan
Penerimaan Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan peraturan yang telah
ditetapkan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor terdiri dari 2 ( dua )
loket, yaitu loket 1 pendaftaran dan penetapan dan loket 2 pembayaran dan
penyerahan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan
kesejahteraan bagi masyarakat merupakan suatu usaha untuk mengadakan suatu
perubahan dan kemajuan atau pertumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Selanjutnya dalam rangka
pelayanan kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah selalu berusaha
meningkatkan usaha-usaha dan pertumbuhan perekonomian daerah, yang
memerlukan penyediaan sumber- sumber pendapatan daerah agar mampu

memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan
dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, untuk itu tahun 2000
diberlakukan otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-
Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32
tahun 2004. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah
dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk
suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk
menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan
ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli
daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang- undang Nomor. 34 Tahun 2000 yang sebelumnya diatur dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Berdasarkan Undang- undang No. 28 tahun 2009 menyebutkan bahwa
jenis-jenis Pajak Daerah meliputi pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak
Propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak
bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan
batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan.

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang
memberikan sumbangan cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah. Pajak daerah yang menjadi primadona pajak propinsi dan memberikan

kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah ( PAD ) Sumatera



Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama (BBNKB)
dengan kontribusi sebesar £82,40%.

Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) dan Bea Balik Nama ( BBNKB ) yang
dipungut melalui Sistem Administrasi Satu Atap ( SAMSAT ) bekerja sama
dengan unsur Kepolisian, PT. Jasa Raharja ( Persero ), dimana saat ini di Propinsi
Sumatera Barat terdapat 15 kantor bersama SAMSAT, dan kantor bersama
SAMSAT Padang merupakan yang terbesar memberikan kontribusi PKB/
BBNKB yaitu +82,40% dari PAD, oleh karena itu sudah sewajarnya Kantor
Bersama SAMSAT harus mampu memberikan pelayanan yang baik terutama
dalam menghadapi dinamika perkembangan tuntutan masyarakat yang terus
bergulir dengan mengembangkan paradigama Kepemerintahan yang ditandai
dengan adanya transparansi, akuntabilitas, penegak hukum, profesionalisme,
kesetaraan dan lain- lain.

Dilihat dari perkembangannya jumlah masyarakan yang berada di Propinsi
Sumatera Barat hampir keseluruhan memiliki kendaraan bermotor, hal ini
merupakan suatu potensi dalam pendapatan daerah. Pendapatan dari sektor pajak
kendaraan bermotor ini akan menambah penerimaan daerah, dan nantinya akan
berdampak pada pembangunan dan kesejahterahaan daerah tersebut. Namun
berbagai permasalahan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut
dapat dikatakan cukup banyak yang diantaranya adalah masih kurangnya
pengetahuan masyarakat akan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut yang
menyebabkan timbulnya beberapa masalah dalam pemungutannya. Untuk itu akan

sangat diperlukan berbagai informasi tentang pajak tersebut.



Berbagai pelayanan yang diberikan SAMSAT untuk memudahkan wajib
pajak untuk pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang diantaranya
SAMSAT Keliling yang datang langsung menemui masyarakat ketempat- tempat
tertentu,dan sekarang yang masih dalam tahap percobaan yaitu system SAMSAT
Link, dan SAMSAT Drivethru . Pada SAMSAT Keliling ini hanya melayani
pajak ulang kendaraan bermotor, sedangkan untuk urusan lain masih belum dapat
dilakukan disini.

Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini, besarnya
jumlah pajak yang terutang ditetapkan dan dihitung oleh fiskus sebagai pemungut
Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan wajib pajak mempunyai tanggung jawab
menyetor besarnya jumlah pajak yang terutang tersebut. Sistem inilah yang
disebut official assessment system. Dari sistem ini terlihat bahwa pihak fiskus
mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan
perundang-undangan perpajakan daerah. Adapun dasar pengenaan pajak dihitung
sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yakni nilai jual kendaraan bermotor dan
bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran
lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan
bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan
bermotor.

Dalam menjalankan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor,
wajib pajak memerlukan sarana administrasi yang jelas dan harus mengertahui
dengan jelas prosedur untuk menyampaikan serta memenuhi kewajiban tersebut.

Karena penyelenggaraan yang baik dan penjelasan mahsud dan tujuan terhadap



wajib pajak tentang sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak merupakan
suatu usaha yang patut untuk dijelaskan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan
wajib pajak dalam sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak kendaraan
bermotor akan berdampak juga kepada peningkatan penerimaan asli daerah dalam
sektor pajak tersebut. Sarana tersebut adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (
SPTPD ). Dengan mengetahui dan menguasai prosedur dan tata cara pengisian
SPTPD, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan dan ketimpangan yang sering
dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajibannya.
Minimnya pengetahuan wajib pajak dalam melakukan perhitungan Pajak
Kendaraan Bermotor, menyebabkan terjadinya kesalahan dalam sistem
administrasi.

Akan tetapi pemahaman wajib pajak akan prosedur pembayaran pajak
kendaraan bermotor juga penting, karena dengan adanya pengetahuan tentang
prosedur maupun mahsud dan tujuan dari pajak tersebut akan meningkatkan
kesadaran dan keinginan wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pendapatan dari
hasil pajak kendaraan bermotor ini juga nantinya akan digunakan untuk
membangun daerah tersebut, seperti pembangunan jalan jembatan maupun
perbaikan jalan dan jembatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk
melakukan penelitian terhadap prosedur dalam pemungutan pajak kendaraan
bermotor. Untuk itu penulis akan mengangkat judul “PROSEDUR
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PELAYANAN

PENDAPATAN PROPINSI SUMATERA BARAT *



B. Perumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pajak kendaraan bermotor
merupakan salah satu prioritas utama penerimaan provinsi Sumatera Barat, yang
mana peranannya cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan
Asli Daerah, penyelenggaraan yang baik dan penjelasan mahsud dan tujuan
terhadap wajib pajak tentang sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak
merupakan suatu usaha yang patut untuk dijelaskan. Semakin tinggi tingkat
pengetahuan wajib pajak dalam sistem dan prosedur dalam pembayaran pajak
kendaraan bermotor akan berdampak juga kepada peningkatan penerimaan asli
daerah dalam sektor pajak tersebut. maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi

permasalahan wajib pajak di UPTD Sumatera Barat adalah :

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur Pajak Kendaraan Bermotor Pada
UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat di Padang.

2. Apa saja hambatan atau masalah yang biasa terjadi saat pemungutan
pajak kendaraan bermotor.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan pelaksanaan terhadap pelayanan dan pengawasan
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Untuk menjelaskan masalah yang biasa terjadi saat pelaksanaan
pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

D. Manfaat Penelitian



Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai
pihak, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana berlatih utnuk memperluas wawasan dan
meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta menjelaskan
bagaiman prosedur dalam pengelolaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi UPTD P3 SUMATERA BARAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi UPTD P3
SUMATERA BARAT khususnya gambaran mengenai proses atau prosedur
dalam penerimaan pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan

memberikan masukan dalam melakukan pelayanan.





